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Menimbang

Mengingat : 1.

BUPATI TE}IANGGUNG

PEMTURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 6 rAnUm ZOrr

TENTANG

PEDOMAN PERENCANMN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

: a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor
45 Tahun 2008 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa

dipandang sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupabn dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2044 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negera Republik trndonesia Nomor
438e);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor aaZDl

2.
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun zoo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negera Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

tedfr diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 200s tentang Perubahan Kedua

Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan Daeiah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 48+4);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

eerimfrngan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
pemerindhan Oaeran (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

peraturan Pemerinhh Nomor 72 Tahun 2005 tenhng Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

iSg, Tambahin Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a587);

Peraturan Daerah lGbupaten Temanggung Nomor 9 Tahun

2OO7 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007

Nomor 9);

Peraturan Daerah lGbupaten Temanggung Nomor t7
Tahun 2ao7 tentang Pedoman Pembentukan dan

Mekanisme Penyusunan Perah.lran Desa (Lembaran Daerah

lGbupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17);

Perah;ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10

Tahun 2008 tentang itencana Pernbangunan Jangka

panjang Daerah lGbupaten Temanggung Tahun 2005-2025

(rcmbiran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008

Nomor 10);

Peraturan Daerah lGbupaten Temanggung Nomor 2 Tahun

2009 tenhng Rencana Pembarrgunan Jangka Melengah

DaerahKabupatenTemanggungTahun2008-2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung' Tahun 2009

Nomor 2);

Instrurci Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010

tentang Program Pembargunan Yang Berkmdilan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007

tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

5.

7.

9.

10.

11.
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANMN
PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini png dimaksud dengan:
1. Daerah adalah lGbupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan

daerah kota.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala dan Perangkat Desa rebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerinhhan
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

L Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyaralot
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD

bersama Kepala Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala

Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ahu
mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan. '

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa
adalah renctna keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Perencrnaan adalah suatu proses untuk menentulon tindakan masa depan yang
tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

13. Pembangunan desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial
masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen
masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteman dan kualitas hidup
masyaralot desa.
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14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat
Musrenbangdes adalah forum perencanaan pembangunan di tingkat desa yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat musyawarah untuk
muhkat.

15. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata perencanaan
pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah
dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pmerintah desa sesuai
kewenangannya.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-

Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) hhun.
17. Rencana Kefia Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah

dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada akhir periode

yang diinginlon.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan progmm-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi.
.L- 21. KebUakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
\ - 22. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atauY 

bbih kegiahn dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur.

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan
masyarakat desa.

24. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa
bersama-sama secara musyawarah, mufalot, dan gotong royong.

25. Partisipasi adalah keikuEertaan dan keterlibahn masyarakat secara aKif dalam
proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang melipuU data
dasar keluarga, potensi zumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan,
prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang
dihadapi desa.

27. Dafbr Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanju0rya disingkat
DURKP-Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa
yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbemya baik dari APBN, APBD

'\-.. Provinsi maupun Kabupaten, APB-Desa, swadalrc, danlahu kerjasama dengan
pihak ketiga.
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BAB II

PRINSIP - PRINSIP

Pasal 2

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan
pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan daerah.

(2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
untuk menjamin keted<aitan dan konsistensi antara percncanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan.

(3) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
oleh pemerinhh desa sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 didasarkan
pada prinsip-prinsip:
a. pemberdayaan, yaitu unfuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat

desa dalam kehidupan bermasyarakat, berbaf,gs, dan bernegara;\-' b. partisipatif, yaitu keikubertaan dan keterlibahn masyarakat secara aKif dalam
proses perencanaan pembangunan;

c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses percncanaan pembangunan desa
yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat miskin;

d. transparan, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat
dan diketahuisecara langsung oleh *luruh masyarakat desa;

e. akunhbel, )aitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat
dipertanggungjawa bkan;

f. seleKif, yaitu mengutamakan skala prioritas desa;
g. efisiensi dan efeKif, yaitu pelaksanaan percncanaan pembangunan desa

memperhatikan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh desa dalam ranglo
pencapaian hasil yang optimal;

h. keberlanjuhn, yaitu setiap prores dan tahapan perenenaan pembangunan desa
harus berjalan strara berkelanjutan;

+\ i. cermat, )aitu perencanaan pembangunan desa didasad<an pada data yang akurat

. dan dapat diperBnggungjawabkan;
\_-v j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap sratu masalah secarc intensif; dan

k. penggalian infonruasi, yaitu irurenhrisasi masalah pembangunan desa dilakukan
dergan rnengpunakan alat kajian keadaan desa yang meliputi Sketsa Dsa, Kalender
Musim, dan Bagan Kelembagaan.



BAB III
RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4
Rencana pembangunan desa meliputi;
a. RPJM-Desa.
b. RKP-Desa.

Pasal 5

Tata cara perencanaan pembangunan desa lGbupaten Temanggung tercantr.rm dalam
Lampiran yang merupakan @ian tidak terpisahkan dari Peraturan BupaU ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Perahrran Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 45 Tahun 2008 tenhng Petunjuk Pelaksanaan hrah;ran Daerah lGbupaten
Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Percncanaan Pembangunan Desa
dicabut dan dinyatakan tidak bedaku lagi.

Pasal 7

kraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seUap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempaEnnya dalam Berita Daerah lGbupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tangg al & | Januari 201 1

__Diurudang le n di Temanggung
pada tanggal 17 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
I(ABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR .6.

'l
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LAMPIMN I PERATUMN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR :6TAHUN2011
TANGGAL :2IJANUARI 2011

TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BAB I
UMUM

Percncanaan pembangunan desa disusun dengan maksud untuk
memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waKu tertentu. Adapun h.rjuan
perencanaan pembangunan desa adalah untuk:
a. mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan;
b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan

pembangunan daerah;
c. mengoptimalkan partisipasi masyaraka! dan
d. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara

efi sien, efeKif, bedceadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan desa terdiri dari Rencana Pembangunan
Jangka tlenengah Desa (RPIM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKP-Desa) yang disuzun dengan mempefiaUlon data dan informasi yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai :

a. penyelenggafttan pemerintahan desa;
b. organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
c. keuangan desa;
d. profil desa;
e. kelembagaan desa; dan
f. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan

pemberdayaan masyara kat.



BAB II
RPIM-Desa

Pengertian

1. RPJM-Desa memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pemhngunan desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

2. RPJM-Desa mengacu pada RPJM Daerah.

3. RPJM-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah ditetapkan.

B. Tujuan

Penyusunan RPJM-Desa bertujuan unhrk:

1. mewujudkan perencrnaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan keadaan setempa$

2. merumuskan arah, tujuan, kebUakan, dan strategi pembangunan desa;

3. menyelaraskan rencirna kegiatan dan anggaran;

4. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan

5. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam
pembangunan di desa.

C. Tahapan Penyusunan

Penyusunan dan penetapan RPJM-Desa dilaksanakan melalui
tahapan persiapan, pelaksanaan musrenbangdes, dan penetapan RPJM-Desa.

Tahapan Persiapan

Tahapan persiapn meliputi tahap pembentukan Tim Penyusun
RPJM-Desa dan penyusunan rancangan RPJM-Desa.

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RP]M.DESA

1. Anggota Tim Penyusun RPJM-Desa sekurang-kurangnya berjumlah 11
(sebelas) orang, yang terdiri dari :

a. Kepala Desa;
b. Seketaris Desa;
c. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus LPMD;
d. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang KPMD, yang salah satunya adalah

perempuan;
e. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Kepala Dusun; dan
f. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang wakil masyarakat yang sekurang-

kurangnya satu diantara adalah perempuan.

V
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2. Tugas Tim Penyusun RPJM-Desa adalah merumuskan rancangan RPJM-Desa
sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang RPIM-Desa.

3. Prores Pembentlkan Tim Penyusun RPJM-Desa dilaksanakan oleh Pemerintah
Desa dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Sosialisasi
Pemerintah Desa berkewajiban menyebarluaskan informasi dan
menjelaskan tentang:
a.1. Rencana Penyusunan RPJM-Desa.
a.2. Proses dan tahapan kegiatan penyusunan RPIM-Desa.
a.3. Pembentukan Tim Penyusunan RPJM-Desa.
a.4. Jumlah, unsur dan tata cara pemilihan anggota Tim Penyusun.
a.5. Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun RPJM-Desa.

b. Pendaftaran/perekutan calon anggota f im Penyusun
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah:
b.1. Mengumumkan pendaftaran/perckrutan calon anggota Tim

Penyusun RPJM-Desa;
b.2. Memproses pendaftaran calon anggota Tim Penyusun.
b.3. Mengumumkan daftar calon anggota Tim Penyusun.\-- b.4. Menimpung aspirasi dan masuton warga terhadap calon-calon

anggota 1im Penyusun.

c. Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa yang meliputi kegiatan:
a.1. Persiapan

Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk
mempersiapkan pelaksanaan rapat 1im Penyusun RPIM-Desa adalah:
- Menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun

RPJM.Desa.
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggoh

fim Penyusun.
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a.2. Pelaksanaan rapat
Rapat dipimpin oleh Kepala Desa dengan susunan acara sekurang-
kurangnya mencakup:
- Pembukaan.
- Penjelasan materi rapat, mengenai (a) proses penyusunan RPJM-

Desa; (b) tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPIM-Desa; (c)
Penyampaian Hasil Pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim
Penyusun; (d) ketentuan pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa;
(e) materi lain sesuai kebutuhan.

- Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Desa dilakukan
secara musyawarah untuk mencapai muftkat. Apabila musyawarah
dimaksud tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara secara
tertutup sesuai aturan yang disepakati forum;

- Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara dan ditandahngani oleh
semua pe*rta yang hadir.

- Anggota Tim Penyusun RPJM-Desa ditetaplon dengan Keputusan
Kepala Desa.

4. Kepala Desa karena jabatannya adalah Penanggung jawab dan Koordinator

\.- Tim Fenyusun, bertlgas dan bertanggungjawab untuk:
a. memastilon tersosialisasinya agenda penyusun RPJM-Desa;
b. memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RPJM-

Desa;
c. melaksanakan rekuitmen calon anggota Tim Penyusun RPJM-Desa;
d. menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa;
e. menerbitkan sumt keputusan penehpan anggota Tim Penyusun;
f. mengundang anggota 1im Penyusun;
g. memimpin Rapat Tim Penyusun;
h. menugaskan KPMD dan LPMD memfasilitasi pengkajian keadaan desa;
i. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Desa; dan
j. memastilon tersusunnya Rancangan RPJM-Desa.

5. Sekr€taris Desa karena jabahnnya adalah Seketaris Tim Penyusun, bertugas
dan berbnggung jawab untuk:
a. mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat;
b. membantu Kepala Desa mengelola Rapat Tim Penyusun;\/ c. memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyrsun

RPJM-Desa;dan
d. memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJM-Desa. '

6. Pengurus LPMD, KPMD, Kepala Dusun dan Wakil Masyarakat tersebut di atas
adalah sebagai anggota Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab
untuk:
a. menghadiri rapat Tim Penyusun;
b. membahas dan rnerumuskan Rancangan RPJM-Desa.

4



7.Trm Penyusun dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan RPJM-
Desa dibimbing dan dibantu oleh aparat pemerintah (keamatan dan/atau
kabupaten) yang berkompeten, Setrawan (kecamatan dan/atau kabupaten),
dan pihak lain yang berkompeten.

PENYUSUNAN MNCANGAN RP]M-DESA

Penyusunan Rancangan RPJM-Desa dilaksanakan dengan tahapan
persiapan dan tahapan penyusunan.

1. Tahap Persiapan
Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah:
a. memastikan kesiapan KPMD dan LPMD;
b. memastikan penugasan KPMD dan LPMD melakukan ftsilitasi pengkajian

kedaan desa;
c.memastikanpenerbitanSuratKeputusanPenetapanTimPenyusunRPJM

Desa;
d. menetapkan jadwal dan agenda pelalaanaan kegiatan penyusunan RPJM-

Desa; dan
e. menyiapkan sarana, alat dan kebutuhan lainnya untuk mendukung\- kelancaran pelaksanaan kegiahn penyusunan RPJM-Desa.

2. Tahap Penyusunan
a. Penyusunan RPJM-Desa mengacu pada RPJMD Daerah sehingga rumusan

visi dan misi desa harus selaras dan bersinergi dengan visi dan misi Daerah.
Namun demikian penggalian rencana pembangunan desa dilakukan dengan
metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan MaqBrakat dan
Desa).
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b. Penggalian rencana pembangunan desa dengan metode p3MD adatah
melalui tahapan masukan, ptoreq hasil dan dampk sebagaimana alur
kegiatan dalam Lampiran ILA.
b.1. Masukan

- Masukan merupakan hasil pengkajian keadaan desa yang dilakukan
dengan alat kaji berupa Sketsa Deso, lGlender Musim, dan Bagan
Kelembagaan

- Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan
pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, masalah,
potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara
jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyar:akat desa.- Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara objeKif, lengkap, dan
cermat mengenai potensi desa, permasalahan yang dihadapi, serta
kebutuhan masyarakat.

- Tim Penyusun RPJM-Desa memfiasilitasi masyarakat dalam
pertemuan di tingkat dusun untuk mengetahui potensi, masalah,
dan kebutuhan masyarakat dengan menggunalon alat kajian
tersebut di atas,

- Alat kaji yang digunalon adalah Sketsa Desa, Kalender Musim, dan
Bagan Kelembagaan Desa, dengan instrumen sebagaimana
lampinn II.B.1; 8,2; dan 8.3.

b.2. Proses
- Tim Penyusun RPJM-Dea melakukan pengelompokan masalah,

penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan
masalah, dan penentuan peringkat tindakan di tingkat desa
(lampinn II.C.l; C.2; C.3; dan C.4).- Tim Penyusun RPJM-Desa merumuskan visi, misi, dan kebijakan
pembangunan desa dengan melakukan sinkonisasi pada visi, misi,
dan pokok-pokok kebijakan RPIMD tGbupaten.

b.3. Hasil
- Hasil dari proses adalah:

1. Visi, misi, dan kebijakan pembangunan desa.
2. Pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan indikasi

program pembangunan di Desa (lampiran II.D.I).
3. Rencana pembangunan desa yang akan didanai dari swadaya

masyamkat dan pihak ketiga (lampinn ILD.2).
4. Rencana pembangunan desa yang bersumber dana APBN (tugas

pembantuan, dekonsentrasi, maupun urusan bersama), APBD
Provinsi dan/atau Kabupaten, dan APB-Desa (lampinn ILD.3).
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5. Rancangan RPJM-Desa dengan sistematika (Lampinn ILD.4).
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Pengeftian

PROFIL DESA
A. Kondisi Desa

1. Sejarah Desa
2. Demografi
3. Keadaan Sosial
4. Keadaan Ekonomi

B. Kondisi Pemerintahan Desa
1. Pembagian Wilayah Desa
2. StruKur Organisasi Pemerintah Desa

POTENSI DAN MASAIAH
A. Potensi
B. Masalah

RENCANA PEMBANGUNAN ]ANGKA MENENGAH
DESA

A. Visi dan Misi
1. Visi
2. Misi

B. Kebijakan Pembangunan
1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
2. Potensi dan Masalah
3. Program Pembangunan Desa
4. Strategi Pencapaian

PENUTUP

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V
Lampiran:
1. Hasil Pengkajian Keadaan Desa (Lampinn 8.1; 8.2; dan 8.3).
2. Hasil pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah,

pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan
peringkat tindakan (lampinn II.C.l; C.2; C.3; dan C.4).

3. Tabel Rencana Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah
Desa PeriodeTahun (Lampiran II.D.S)

- Rencana pembangunan desa disusun berdasarkan urusan yang
menjadi kewenangan desa.

- Penyusunannya menggunakan bahasa yang lugas dan mudah
dimengerti serta bersifat khusus, terukur, dapat diterima, realistis
dan jelas kerangka waktunya.

b.4. Dampak dari keseluruhan proses kegiatan P3MD tersebut hddala:
1. Peraturan Desa tentang RPIM-Desa.
2. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-Dem).
3. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.
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tc. Pembahasan Rancangan RPJM-Desa
- Pembahasan Rancangan RPJM-Desa dilakukan dalam forum Rapat Tim

penyusun.
- Rapat dipimpin oleh Pimfinan Rapat yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua,

dan Sekretaris.
.WakilKetuaRapatdipilihdaridanolehanggotaTimPenyusunsecara

demokratis.
- Agenda dan tata cara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama

Tim Penyusun.
- Rapat dimaksud dapat dibagi menjadi rapat pleno dan rapat komisi. \,/'
- Rapat Komisi

. Rapat Komisi membahas dan menyusun rencana kegiatan
pembangunan desa

. Rapat Komisi dipimpin oleh Pimpinan Rapat l(omisi yang terdiri dari
Ketua dan Sekretaris.

. Pimpinan Rapat dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara
demokatis.

- Rapat Pleno
. Rapat Pleno membahas dan merumuskan visi, misi, dan kebijakan

pembangunan desa, serta membahas hasil Rapat Komisi.
o Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Fenyusun.

d. Penetapan ranongan RPJM-Desa.
Hasil pembahasan Tim Penyusun RPIM-Desa ditetapkan sebagai dokumen r.,..
rancangan (AwaD RPJM-Desa yang merupakan bahan utama v

musrenbangdes RPJM-Desa.

Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap pembahasan dokumen
rancangan (Awal) RPJM-Desa dalam musrenbangdes RPJM-Desa.

1. Forum Pembahasan
a. Rancangan (Awal) RPJM-Desa dibahas bersama masyarakat dalam Forum i 1

- Musrenbangdes iP:lut-Desa. v
\_ b. Musrenbangdes dimaksud adalah forum musyawarah perencanaan

pembangunan Desa yang diselenggarakan khusus untuk membahas

fr[Tg?;,",:*, 
RPJM-Desa, ydng diselenssarakan 1 (satu) kali dalam 5

2. Peserta
Peserta Musrenbangdes RPJM-Desa adalah :

. ffii ffifllfr**ntmasvaraka'[;
: ffi l3lH:i:[B?i,f,",il3?fl?TE:,,?ffi ffi,
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c. Pembahasan Rancangan RpJM-Desa- Pembahasan Rancangan RpJM-Desa dirakukan dalam forum Rapat rim
penyusun.

- Rapat dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua,
dan Sekretaris.

- wakl Ketua Rapat dipilih dari dan oleh anggota Tim penyusun secara
demokratis.

- Agenda dan tata cara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama
Tim Penyusun.

- Rapat dimaksud dapat dibagi menjadi rapat pleno dan rapat komisi. \/
- Rapat Komisi

. Rapat Komisi membahas dan menyusun rencana kegiatan
pembangunan desa

. Rapat Komisi dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi yang terdiri dari
Ketua dan Sekretaris.

e Pimpinan Rapat dipilih dari dan oleh anggota Komisi secarEr
demokatis.

- Rapat Pleno

* 'ffffi:I;il:,1'"Hgh*ffi;:Til:Ht.,;:i,[*,,:" kebijakan

. Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim penyusun.

d. Penetapan ranmngan RpJM-Desa.
Hasil pembahasan Tim Penyusun RPIM-Desa ditetapkan sebagai dokumen
rancangan (Awal) RPJM-Desa yang merupakan bahan utama \'
musrenbangdes RPJM-Desa.

Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap pembahasan dokumen
ranctrngan (Awal) RPJM-Desa dalam musrenbangdes RpJM-Desa.

1. Forum Pembahasan
a. Rancangan (Awal) RPJM-Desa dibahas bersama masyarakat dalam Forum

- Musrenbangdes RPJM-Desa. V
\!- b. Musrenbangdes dimaksud adalah forum musyawarah perencanaan

pembangunan Desa yang diselenggarakan khusus untuk membahas
rancangan (Awal) RPJM-Desa, yong diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun. +

2. Peserta
Peserta Musrenbangdes RpJM-Desa adalah :- Tim Penyusun;
- wakil Kelompok-kelompok masyarakat;
- wakil Kelompok Perempuan;
- wakil Masyarakat miskin;
- pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan- unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.
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3. Fasilitator
Proses pembahasan Rancangan RPJM-Desa difasilitasi oleh Tim Fasilitator
kecamatan.

4. Susunan acrra musrenbangdes RPJM-Desa adalah sebagai berikut:
a, Pembukaan.
b. Pengarahan oleh C.amat dengan memaparkan pokok-pokok RPJM Daerah.
c. Pemaparan proses penyusunan dan pokok- pokok materi Rancangan (Awal)

RPJM-Desa oleh Kepala Desa.
d. Tanggapan, masukan, dan saran dari peserta Musrenbangdes.
e. Tanggapan balik Kepala Desaftim Penyusun.
f. Pembahasan oleh peserta:

- dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
- Kelompok diskusi dipimpin oleh pimpinan diskusi, yang terdiri dari Ketua

dan seketaris.
- Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara

demokraUs.
g. Penyampaian hasil pembahasan kelompok diskusi.
h. Penyimpulan hasil pembahasan Rancangan RPIM-Desa oleh Kepala Desa.
i. Penandatanganan Berita Acara hasil musrenbangdes RPJM-Desa (l,ampinn

rr.D.6).
j. Penutup.

5. Hasil
Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (Atfiir) RPIM-Desa.

Tahap Penetaoan RPJM-Desa

Tahap penetapan ini merupakan tahap penetapan Rancangan
Peraturan Desa tentang RPJM-Desa menjadi Peraturan Desa

1. Pengajuan Rarrcangan Perdes
Kepala Desa wajib mengajukan Rancangan Perdes tentang RPJM-Desa
(lampinn II.E.l) kepada BPD, paling lambat 1 (satu) minggu setelah
pelaksanaan Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan (Awal) RPIM-Desa.

2. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
a. Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa dibahas dalam rapat BPD,

yang diselenggarakan oleh BPD sesuai dengan Peraturan tata tertib BPD.

b. Rapat dipimpin oleh Ketua BPD.

c. Peselb Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa
adalah:
- anggota BPD;
- Pemerintah Desa;
- Tim knyuzun Rancangan RPJM-Desa;
- wakil masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok

perempuan dan masyarakat miskin; dan
- unsur masyarakat lainnya.
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3. Rapat Pembahasan dan Persetujuan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu setelah Rancangan Peraturan Desa tentang RPIM-Desa diterima.

4. Hasil aldir dari kegiatan ini adalah Persetujuan BPD tentang Rancangan
Peraturan Desa tentang RPJM-Desa.

5. Penetapan
a. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama dengan BPD

sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari
disampaihn oleh Kepala Desa kepada Bupati rnelalui Camat untr.rk
dievaluasi.

b. Hasil erraluasi Rancangan Perah.rran Desa disampaikan oleh Bupati kepada
Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan
Desa temebut diterima. Apabila hasil evaluasi tersebut melampaui batas
waktu maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Perafuran Dea
menjadi Peraturan Desa.
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BAB III
RENCANA KERIA PEMBANGUNAN DESA

(RKp-Desa)

A. Pengertian

1. RKP-Desa memuat rancangan kegiatan pemerintahan desa yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri pada tahun berikutnya dan
rancrngan kegiatan yang akan diusulkan ke pemerintah diatasnya.

2. RKP-Desia merupakan penjabaran RPJM-Desa untuk jangka waKu 1 (satu)
tahun.

3. RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selambat-lambatnya
pada akhir bulan Januari tahun berjalan.

B. Tujuan
Penyusunan RKP-Desa beftujuan unfuk:

a. Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-
Desa) tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan
pembangunan yang akan dianggarkan dalam APB-Desa tahun berikutnya;

b. Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-
Desa) tahunan yang sihtnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan
pembangunan yang akan disulkan dengan dana yang bersumber dari APBN
(tugas pembantuan, dekonsentrasi, maupun urusan bersama), serta APBD
Provinsi dan/atau lGbupaten sebagai bahan utama musrenbang kecamatan
tahun berjalan.

C. Tahapan Penyusunan

Penyusunan dan penetapan RKP-Desa dilaksanakan melalui
tahapan persiapan, pelaksanaan musrenbangdes, dan penetapan RKP-Desa.

Tahaoan persiapan

Tahapan persiapan meliputi tahap pembentukan Tim Penyusun RKP-

Desa dan penyusunan rcncangan RKP-Desa.

11
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PEMBENTUKAN TIM PENWSUN RKP-DESA

1. Anggota Tim Penyusun RKP-Desa sekurang-kurangnya befiumlah 11 (sebelas)
orcng, yang tediri dari:
a. Kepala Desa selaku Pengendali kegiatan;
b. Sekretaris Desa selaku Penanggung jawab kegiatan;
c, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus LPMD selaku Pelaksana

kegiatan;
d. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang KPMD selaku anggota;
e. sekurang-kurangnp 2 (dua) orang perwakilan lembaga kemasyarakatan

desa yang salah satunya dari unsur Tim Penggerak PKK selaku anggota; dan
f. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tokoh masyarakat dan tokoh agama

selaku narasumber.

2. Tim Penyusun RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepla Desa.

3. Tugas Tim Penyusun RKP-Desa adalah merumuskan rancangan RKP-Desa
sampai dengan ditetapkannp Keputusan Kepala Desa tenhng RKP-Desa.

4. Proses Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa dilakanakan dalam rapat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dengan kegiatan:

'-/ a. Persiapan
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mempersiapkan

r.i,mffi#H:IJl ff':Hxl,1-fiffitfl*ltukan Tim penyusun RKp-
Desa.

- Menyiapkan sarana dan prasamna yang diperlukan.
- Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim

penyusun.
b. Pelaksanaan rapat

Rapat dipimpin oleh Kepala Desa dengan susunan acara rapat sekurang-

I"ffflil?#encakup:
- Penjelasan materi rapat, mengenai (a) prcses penyusunan RKP-Des; (b)

tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RKP-Desa; (c) ketentuan
pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa; (d) materi lain sesuai kebutuhan.

- Proses pembentukan anggota Tim Penyusun RKP-Desa
- Penanda tanganan Berih Acara hasil rapat.

5. Proses pembahasan Rancangan RKP-Desa difasilitasi oleh Tim. Fasilitator
Kecamahn.
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PENYUSUNAN RANCANGAN RKP-DESA

a. RKP-Desa merupakan penjabaran RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang ditetaplon dengan Kepufirsan Kepala Desa (Lampfian II.E.2).

b. Sistematika RKP-Desa (lampinn II.E.Z.a),

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum

BAB II : VISI DAN MISI
A. Visi
B. Misi

BAB III : RENCANA KER,A PEMBANGUNAN DESA

A. Potensidan Masalah
B. Arah kebijakan pembangunan desa
C. Rencana kerja pembangunan desa

BAB IV : PENUTUP
Lampiran:
Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-De*) (lampinn

'\-, $,8,2,b).

c. Pembahasan Rancangan RKP-Desa
- Rapat dipimpin oleh Kepala Desa.
- Agenda dan tatacara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama Tim

Penyusun.
- Pembahasan Rancangan RKP-Desa dilakukan dalam Rapat Tim penyusun

dengan:
. Memilih kegiatan dalam RPJM-Desa untuk tahun perencanaan.
o Merumuskan kegiatan yang belsifat Force Majeur dan harus segera

ditindaklanjuti dalam tahun perencanaan.
o Menentukan pemeringkatan prioritas kegiatan pembangunan desa yang

didasarkan pada tingkat kebutuhan, tingkat kemendesalon, dan
ketersediaan sumber pembiayaan.

d. Penetapan ntnmngan RKP-Desa.
Hasil pembahasan Tim Penyusun RKP-Desa ditetapkan sebagai rancangan

\, (Awal) RKP-Desa yang merupakan bahan utama musrenbangdes RKP-Desa.

Tahao oelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap pembahasan rancrngan
(Awal) RKP-Desa dalam musrenbangdes RKP-Desa.

1. Pembahasan
a. Rancangan (Awal) RKP-Desa dibahas bersama masyarakat dalam

Musrcnbangdes RKP-Desa;
b. Musrenbang dimaksud adalah Musrenbang Desa yang diselenggaralon 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan
Januari.
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2. Peserta

Peserta Musrenbangdes RKP-Desa adalah:
- Tim Penyusun;
- wakil Kelompok-kelompok masyarakat;
- wakil Kelompok Perempuan;
- wakil Masyarakat miskin;
- pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.

3. Fasilitator
Prcses pembahasan Rancangan RKP-Desa difasilitasi oleh Tim Fasilitator
kecamatan.

4, Susunan acara Musrenbangdes RKP-Desa sebagai berikut:
a. Pembukaan;
b. Pengarahan Camat dengan memaparkan prioritas pembangunan daerah

tahun berikutnya;
Paparan Kepala Desa tentang ranongan RKP-Desa;
Pembahasan dilakukan dala m kelompok-kelompok diskusi;
Penyampaian hasil pembahasan kelompok;
Penetapan kegiatan Pembangunan Desa yang akan dianggarkan dalam
APB-Desa dan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan;
Penetapan delegasi desa ke Musrenbang Kecamatan minimal 3 (tiga) orang
yang terdiri dari Kepala Desa, unsur BPD, dan unsur LPMD, dengan salah
satunya adalah perempuan;
Penandatanganan Berita Acara hasil Musrenbangdes RKP-Den (lampinn
TI.E,3,C)
Penutup.

5. Hasil
Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (Akhir) RKP-Desa.

Tahap Penetapan RKP-Desa

Tahap penetapan ini merupakan tahap penetapan Rancangan (Akhir) RKP-
Desa menJadi Keputusan Kepla Desa tentang RKP-Desa.

BAB IV
PENDANMN

Penyusunan perencanaan pembangunan desa dapat bersumber dari dana:
a. APBN;
b. APBD Provinsi;
c. APBD lGbupaten;
d. APB-Desa;
e. Swadaya Masyaraka$ dan
f. Sumber lain yang tidak mengikat.

c.
d.
A

f.

g.

h.

i.
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A.

c.

BAB V
PENGENDALI,AN

Pelaporan
Kepala Desa melaporkan RPIM-Desa dan RKP-Desa kepada Camat dan Bupati
relambat-lambatnya disampaikan 30 (Uga puluh) hari setelah ditetapkan.

Fembinaan dan Pengawasan
1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan

pembangunan desa berupa bimbingan, arahan, dan supervisi;
2. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana butir 1

(satu) didelega$kan kepada C,amat.

Pemantauan
Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan prinsip, ketentuan dan mekanisme yang ditetaplon dalam
penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan desa.
Secara umum pemantauan abu monitoring dimaksud, dibedakan menjadi 2
(dua) yaitu:
1. Pemantauan Intemal

Kegiatan ini dilakukan oleh aparatur pernerintah yang berkompeten,
dilakukan dengan ctrrel:

Memantau secarc langsung pelaksanaan kegiatan.
Memeriksa dokumen.
Melakukan verifi kasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
Menggali informasi yang dibutuhkan dari sumber-sumber yang
bed<ompeten.

Z. Pemantauan Ekstemal
a. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dan pihak di luar aparahrr

pemerintah, )6ng berkepentingan terhadap penyusunan RKP-Dem.
b. Monitoring oleh masyaralot dilakukan secara partisipatif.
c. Pihak-pihak dimaksud adalah Lembaga Swadaya Masyaraka!

peEuruan Unggi, dan pihak lain yang berkompeten.

a.
b.
c.
d.
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BAB VI

PENIIAI,AN DAN EVALUASI RP]M.DESA DAN RKP-DESA

A. Pengeftian
Penilaian dan evaluasi RPIM-Desa dan RKP-Desa dilakukan untuk mengetahui
kepatuhan proses penyusunan dan kebpatan rumusan perencanaan
pembangunan desa.

B. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penilaian dan evaluasi RPJM-Desa mencakup 6 (enam) aspek:
1. Kelayakan dokumen
2. Kualitas proses
3. Ketepatan Perumusan
4. Kualitas RPJM-Desa
5. Kualitas pelaksanaan Musrenbang Pembahasan
6. Keterpaduan

, Ruang lingkup penilaian dan evaluasi RKP-Desa mencakup 3 (tiga) aspek:v 1. renyaran dokumen
2. Kualitas proses
3. Ketepatan Perumusan/Kualitas RKP-Desa

C. Instnrmen
Instrumenlalat ukur yang digunakan sebagaimana pada lampinn II.f.

D. Tata Cara Penilaian
1. Setiap "Aspek" memiliki bobot yang telah ditetapkan
2. Setiap tndikator" memiliki sub bobot yang telah ditetapkan
3. Rentang nilai skor untuk setiap indikator adalah 1 s/d 100
4. Nilai Skor Tertimbang dari setiap indikator dari satu aspek/Sub aspek

teftentu, dihitung berdasarlon Sub-bobot (Itrdikator) kali Skor kali Bobot
(Aspek)

5. Total Nilai perclehan dengan menjumlahkan nilai skor tertimbang dari

\_, semua indikator
6. Kesimpulan/Hasil penilaian akhir berdasarkan skala nilai berikut:

Tidak layak
Kurang
Cukup
Layak
Memuaskan

E. Pelaksana
Penilaian dan evaluasi dilaksanakan oleh Tm Penilai dan evaluasi RPJM-Desa
dan RKP-Desa tingkat Kabupaten.

a. <55
b. s6-s9
c. 60-65
d. 66.-74
e. 75-90
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Ins0umen penilshn dan evalumi'dimaksud dapat diWnahn oleh:
1. Femerintah Desa
2. Kecamatan
3. Pemerintah Kabtryaten, dan
4. Pihak hin yang Oertepenfingan

SEKDA
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D.4. RANCANGAN RPJM.Desa

b*

Lampiran:
1. Hasil Pengkajian Keadaan Desa.
2. Hasil pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian

tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.

\_ 3. Tabel Rencana Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah Desa kriode Tahun

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
DESA KECAMATAN ............

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Pengertian
PROFIL DESA

A. Kondisi Desa
1. Sejarah Desa
2. Demografi
3. Keadaan Sosial
4. Keadaan Ekonomi

B. Kondisi Pemerintahan Desa
1. Pembagian Wilayah Desa
2, StruKur Organisasi Pemerintah Desa

POTENSI DAN MASAI.AH
A. Potensi
B. Masalah
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
A. Visi dan Misi

1. Visi
2. Misi

B. KebijakanPembangunan
1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
2. Potensi dan Masalah
3. Program Pembangunan Desa
4. Shategi Pencapaian

PENUTUP
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E. DAMPAK

E.1. PEMTURAN DESA TENTANG RENCANA KERIA PEMBANGUNAN DESA

PERATUMN DESA

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN ]ANGIG MENENGAH DESA
DESA KECAMATAN .........,..

KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ....................,

Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan

Mengingat : 1.

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2A07
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa,
disebutkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan
Desa;

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa yang selanjutnya disebut RPIM-Desa untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaKud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Desa ............ tentang Rencana Pembangunan
Jangka Mengengah Desa Kecamatan
Kabupaten Temanggung Tahun .......-........;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2AA4 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

c.



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A04 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun lAM hntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negarc Republik Indonesia Nomor aSa$;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tenhng
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasn
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah lGbupaten Temanggung Nomor 8
Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 8);

Peraturan Daerah lGbupaten Temanggung Nomor 9
Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2007 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor L7
Tahun 20A7 tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor L7);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah lGbupaten Temanggung Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009-
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2009 Nomor 2);

Peraturan Desa Kecamahn Kabupaten
Temanggung Nomor Tahun tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Kecamatan Kabupaten Temanggung (Berita
Daerah lGbupaten Temanggung Desa Tahun
....... Nomor .....);

4.

5.

7.

8.

10.

11.



l
Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten
TEmanggung Nomor Tahun tentang
Pengelolaan Kekayaan Desa Kecamatan ............
lGbupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Desa Tahun ....... Nomor.....);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 20tt
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011
Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimakud dengan:
1. Daerah adalah lGbupaten Temanggung.
2. Bupati adalah BupatiTemanggung.
3. Kecamatan adalah kecamatan
4. Camat adalah Camat
5. Desa adalah Desa
6. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa

penyelenggaraan urusan pemerinbhan oleh Pemerintah Desa ........:... dan Badan

Permusyawaratan Desa ....... dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala
Desa dan Peranglot Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Kepala Desa adalah Kepala Desa .......
9. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris

Desa dan Perangkat Desa lainnya.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan

Permusyawaratan Desa .......

L2.

13.

14.



11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD

bersama Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan
Perafuran Desa.

13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang
tersedia.

14. Pembangunan desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial
masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua
komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan
kualitas hidup masyarakat desa.

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat
Musrenbangdes adalah forum perenenaan pembangunan di tingkat desa yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat musyawarah untuk
mufakat.

16. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata perencrnaan
pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka
menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah
desa sesuai kewenangannya.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat
RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

18. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah
dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Msi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada akhir
periode yang diinginkan.

20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

22. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
23. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau

lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur.

24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan
masyarakat desa.

25. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pe4bangunan di
desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong.

26. Partisipasi adalah keikutseltaan dan keterlibatan masyarakat secara aKif dalam
poses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

27. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karaKer desa yang meliputi
dah dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,
kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan
permasalahan yang dihadapi desa.

28. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disinglot
DURKP-Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa

)ang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD

Provinsi maupun Kabupaten, APB-Desa, swadaya, dan/atau kerjasama dengan
pihak ketiga.
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BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

(1) RPJM-Desa merupakan perencanaan pembangunan desa untuk periode 5 (lima)
tahun, memuat visi, misi, program dan kegiahn pembangunan D€sa, serta
strategi pencapaian dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung
Tahun

(2) Dalam proses penyusunannya RPJM-Desa dilakukan secara paftisipatif dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) RPJM-Desa Tahun .......-....... disusun dengan sistematika sebagai berikut:

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Pengertian
PROFIL DESA

A. Kondisi Desa
1. Sejarah Desa
2. Demografi
3. Keadaan Sosial
4. Keadaan Ekonomi

B. Kondisi Pemerintahan Desa
1. Pembagian Wilayah Desa
2. StruKur Organisasi Pemerintah Desa

POTENSI DAN MASAI.AH
A. Potensi
B. Masalah
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Visi dan Misi
1. Visi
2. Misi

B. KebijakanPembangunan
1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

2. Potensi dan Masalah
3. Program Pembangunan Desa
4. Strategi Pencapaian

PENUTUP
Lampiran:
1. Hasil Pengkajian Keadaan Desa,
2. Hasil pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian

tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
3. Tabel Rencana Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V



Pasal 3

(1) RPJM-Desa dimulai pada tahun ....... dan berakhir pada tahun .........

(2) Rincian RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM-Desa serbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi @oman dan dasar
penyusunan RKP-Desa.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa bersama BPD melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJM-Desa.

(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM-Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUruP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa

Kecamatan ...................

KEPATA DESA

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA

BERITA DAEMH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN NOMOR

DESA .. KECAMATAN



PERATURAN DESA,,..,...,,,,.......
NOMOR ...... TAHUN ..........

TENTATIIG

RENCANA PEMilNGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

DESA KECAMATAN .,...,.......
KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ,......-.......

UMUM
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PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5
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E.2. KEPUTUSAN KADES TENTANG RKP.DESA

PEM ERINTAH KABU PATEN/ KOTA
KECAMATAN

DESA
Jalan.

KEPUruSAN KEPAI-A DESA

TENTANG

RENCANA KERIA PEMBANGUNAN DESA

KECAMATAN ............ KABUPATEN TEMANGGUNG

Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah
lGbupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan D€sit, disebutkan
bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa;

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa

relanjutnya disebut RKP-Desa yang merupakan
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa untuk jangka waKu 1 (satu) tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan
Keputusan Kepala Desa ............ tentang Rencana Kerja
Pembangunan Desa Kecamatan

Mengingat :1.

Kabupaten Temanggung Tahun .......-........;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturcn Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tantang
Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor I
Tahun 2A07 tentang Keuangan Desa;

b.

c.

2.

3.

4.
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5.

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9
Tahun 2A07 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah lGbupaten Temanggung Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009-
2013;

Peraturan Desa Kecamatan lGbupaten
Temanggung Nomor Tahun tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerinhh Desa
Kecamatan ............ Kabupaten Temanggung;

9. Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten
Temanggung Nomor Tahun tentang
Pengelolaan Kekayaan Desa Kecamatan
Kabupaten Temanggung;

Peraturan Desa Kecamatan lGbupaten
Temanggung Nomor ..... Tahun tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa .......... Kecamatan

Kabupaten Temanggung Tahun .......-.......;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN :

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagaimana DiKum
KESATU Keputusan ini merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan jangka Menengah Desa Tahun ........-....... Untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-

Desa) yang merupkan lampiran Rencana Kerja Pembangunan
Desa (RKP-Desa) sebagaimana dimaksud DiKum KESATU

Keputusan ini adalah sebagai bahan:
a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun berikutnya yaitu tahun

7.

10.

11.

L2.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KE-rIGA



KEEMPAT

b. 
::1:"rrn 

Rencana Fembangunan lGcamatan tahun

Kepfrtsan i,ni mulai berlaku pada tanggal diEtapkan.

U.

Ditetapkan di .."........
pada targal .,,.,,..

KEPAI.A DESA

SAUNAN keWtusan lni disampaikan Ke@a Yth:
1. Kepala Badan Pembedayaan Masyaralot dan Ba lGh;paEn Temanggung;
2. Carnat,.,.....,.,..,.......!
3. K&ra BPD Desa ....................;
4.Arsip

l



E.Z,a. STSTEMATIKA RENCANA KERIA PEMBANGI,NAN DES

8AB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. DasarHukum

: VI$ DAN MIST

A. Vi$
B. Misi

: RENCANA KERJA PEMBANGTJNAN DESA
A. Poten$ dan Masalah
B. Arah kebltskan pembangunan desa
C. Rencana kerJa pembangunan desa

BAB II

BAB IV : PENUTUP

Lampiran:
Daftar usdan Renena Kegbtan Pembangunan Desa (DURKP-Desa)

BAB UI

U
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F'
E.3. BERTTA ACARA MUSRENBANGDES RKP-DESA

BERTTA ACARA

MUSRENBANGDES RKP-DESA

Pada hari ini tanggal bulan
tahun....... ....... tempat ............. jam .......sampai dengan
WaKu Indonesia Bangian Barat, telah diselenggarakan Musrenbangdes RKP-DESA
tahun ....... yang dihadiri sebanyak .... (.................) orcng )ang terdiri dari Tm
Penyusun, wakil Kelompok-kelompok masyarakat, wakil Kelompok Perempuan, wakil
Masyarakat miskin, pengurus Lembaga Kemasyarakahn Desa, unsur masyarakat
lainnya sebagaimana Daftar Hadir terlampir.

Rapat dipimpin oleh Kepala Desa dengan actra:
1. Pembukaan

2. Pengarahan oleh Camat dengan memaparkan prioritas pembangunan daerah
tahun berikutnya, ydng berisi

\-

3. Pemaparan Rancangan RKP-Desa oleh Kepala Desa, yaitu

4. Pembahasan oleh pesem dahm (....................) kelompok diskusi.
a. kelompok l terdiri dari ... (.....................) peserta yang dipimpin oleh .............;
b. kelompok 2 terdiri dari ... (.....................) peserta yang dipimpin oleh .............;
c. kelompok 3 terdiri dari ... (.....,...............) peserta yang dipimpin oleh .............;

5. Penyampaian hasil pembahasan kelompok diskusi.
a. kelompok 1 oleh .... dengan materi

c. kelompok 3 oleh .... dengan materi

6. Penetapan kegiahn Pembangunan Desa yang akan dianggarkan dalam APB-Desa
dan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan:



En&pan tast desa ke Musrenbang l(eca'matan yat'frt:

a. Kepala Desa ( ............................)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahlon dengan penuh

tanggurgJawab agar dapat dipergunalon sebagdmana mestinla.

b. BPD

C. LPMD

d.............

8. Penutup.

Pimpinan Rapat

Unsur Perwakilan Peserta

1. IGIUA LPMD

( .........,.,................ )

( .............................. )

( .............................. )

Narna Tandatangan

1.

3.

4.

2.

3.

4.



6.5.

Mengetahui:

KEPAI.A DESA
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